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A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan suatu hubungan yang menimbulkan suatu
akibat hukum yang dimulai dengan akad yang sakral bagi laki-laki dan
perempuan untuk memulai suatu hubungan keluarga. Perkawinan merupakan
sunnatullah yang berlaku bagi semua makhluk Tuhan sebagai hambanya
karena itu merupakan ajaran Rasulullah untuk menghalalkan dan menyatukan
antara kedua belah pihak yang sebelumnya belum halal untuk dijadikan
mahram juga menimbulkan hak dan kewajiban bagi keduanya.

Perkawinan merupakan ikatan yang sangat sakral dan suci bagi
manusia yang mempunyai tujuan membentuk keluarga bahagia sejahtera
terkait dengan keyakinan kepada Allah SWT. Karena perkawinan itu sangat
suci maka harus dijaga dengan baik agar tecapai tujuan dalam perkawinan
islam yakni mewujudkan keluarga sakinah mawaddah wa rahmah bisa
terwujud.

Dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang
Perkawinan, dijelaskan bahwa “perkawinan adalah ikatan lahir dan batin
antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami isteri dengan
tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal

berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.!

'Soemiyati, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, (Surabaya: Winpress,
2007), 5



Kompilasi Hukum Islam juga merumuskan pengertian perkawinan
yang lebih jelas dan tegas dalam pasal 2 “Perkawinan menurut Hukum Islam
yaitu akad yang sangat kuat atau misagan galiza untuk menaati perintah
Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah™.

Perkawinan juga menjadi awal kehidupan yang baru bagi seseorang,
oleh hal tersebut Tuhan tidak menjadikan manusia mempunyai sifat yang
bebas untuk mengikuti nalurinya seperti makhluk lain yang bebas untuk
melakukan suatu hubungan antara jantan dan betina yang tidak ada aturan
dalam suatu kehidupan. Maka dari itu Tuhan menjadikan hukum bagi
manusia untuk menjaga martabat dan kehormatan tersebut, dengan itu
hubungan antara laki-laki dan perempuan diatur secara terhormat berdasarkan
kerelaan antara keduanya dalam sebuah perkawinan.

Ketika seorang laki-laki (suami) sudah mengikat seorang perempuan
dalam sebuah ikatan janji perkawinan, maka mulai saat itu suatu tanggung
jawab besar yang akan diemban sebagai seorang suami dan kepala rumah
tangga. Seperti yang dikatakan Sayyid Sabiq dalam kitab fikih sunnah
apabila telah jatuh akad nikah yang sah (sesuai dengan ketentuan fikih), maka
wajib bagi keduanya untuk memenuhi hak dan kewajiban didalam
perkawinan, yaitu kewajiban suami atas isterinya, kewajiban isteri atas
suaminya dan kewajiban bersama.’ Perkawinan merupakan sarana yang aman
bagi manusia untuk mengembangkan keturunan yang baik dan juga menjaga

harkat martabat perempuan. Ada pendapat yang mengatakan bahwa tujuan

* Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.
3 Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah, Juz 11, (Beirut : Dar al-fikri, 2006), 531



perkawinan dalam Islam selain untuk memenuhi kebutuhan jasmani dan
rohani juga sebagai jalan untuk membentuk dan memelihara keluarga, dan

mencegah perzinahan.* Allah Swt berfirman dalam surat Al-Nisa’ ayat 1:
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Artinya: Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah
menciptakan kamu dari diri yang satu (Adam), dan (Allah)
menciptakan pasangannya (Hawa) dari (diri) nya, dan dari keduanya
Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang
banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu
saling meminta dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan.
Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu’.

Sunnatullah yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW kepada umatnya
untuk menikah, karena dengan menikah seseorang akan mampu untuk
menjaga mata dan perbuatan dari pandangan terlarang dan mampu menjaga
kehormatan dari perbuatan tercela, sebagaimana dalam sabda WNabi

Muhammad Saw yaitu:

//////
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Artinya: Dari Abdullah berkata: Rasulullah SAW bersabda: “Hai

para pemuda, barang siapa yang telah sanggup di antaramu untuk
kawin, maka kawinlah karena sesungguhnya kawin itu dapat
mengurangi pandangan (yang liar) dan lebih menjaga kehormatan.
Dan barang siapa yang tidak mampu, maka hendaknya berpuasa
karena puasa merupakan tameng”®.

* 1dris Ramulyo, Hukum Perkawinan Isiam, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), 26.
> Departemen Agama RI, A/-Qur’an dan Terjemahannya, (Bandung: Diponegoro, 2005), 61
® Al-Imam Muhammad Isma’il As-San’ani, Subulussalam, Juz 3, (Bandung: Diponegoro, tt), hal.
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Dalam sebuah perkawinan terdapat satu prinsip yaitu menguatkan
ikatan perkawinan agar berlangsung selama-lamanya karena sebuah
perkawinan bukan hanya perbuatan perdata semata tetapi juga sebagai ikatan
yang suci yag berkaitan dengan keimanan kepada Allah, sehingga harus ada
usaha yang dilakukan agar hubungan itu terus berlanjut. Tetapi jika semua
harapan dan kasih sayang yang ada dalam sebuah perkawinan itu musnah dan
perkawinan menjadi suatu hubungan yang membahayakan dan memunculkan
kemadharatan bagi tujuan perkawinan tersebut tindakan hukum yang mereka
boleh lakukan ialah sebuah perceraian.

Perkawinan harusnya dijaga dengan baik agar tercapai tujuan dalam
perkawinan yaitu supaya ketentraman dan kesejahteraan bisa terjaga.
Bagaimanapun caranya suami isteri harusnya bisa mempertahankan sebuah
ikatan perkawinan dengan saling menjaga ikatan tersebut antara satu dengan
yang lain bila ada kesalahpahaman atau kesalahan dari salah satunya
hendaknya saling mengingatkan karena mereka sudah menjadi satu dalam
sebuah ikatan perkawinan.

Apalagi saat ini perceraian dapat diterima dan dilakukan di
Pengadilan Agama jika sudah memenuhi alasan yang dibenarkan oleh Hukum
maupun pertimbangan hakim. Perceraian tidak dapat hanya dilakukan dengan
jalan mufakat saja, hal ini sesuai dengan Undang-Undang bahwa tidak
memperbolehkan perceraian hanya dengan pemufakatan saja antara suami
dan isteri, akan tetapi harus ada alasan yang sah. Alasan perceraian menurut

Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan harus memenuhi



alasan-alasan seperti yang disebutkan dalam pasal 39 ayat (2), hal ini juga
diterapkan dalam pasal 19 peraturan pemerintah (pp) No. 9 Tahun 1975
tentang pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Selain itu
juga disebutkan dalam pasal 116 kompilasi hukum Islam yang dalam
keduanya sama-sama menyebutkan alasan perceraian dari huruf a sampai
huruf f, kecuali tambahan dua huruf g dan h dalam Peraturan pemerintah No.
9 Tahun 1975, alasan-alasan tersebut adalah sebagai berikut’:

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi
dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan

2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-
turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain
di luar kemampuannya

3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman
yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung

4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang
membahayakan pihak yang lain

5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak
dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau isteri

6. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan
pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah
tangga.

Dalam KHI pasal 116 terdapat tambahan dua huruf tentang alasan
perceraian, sebagai berikut® :
1. Suami melanggar taklik talak
2. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak

rukunan dalam rumah tangga

7 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1
Tahun 1974
$ Ibid., 172



Adapaun kewajiban suami diatur oleh, sebagai berikut’:

1. Suami adalah pebimbing, terhadap isteri dan rumah tangganya, akan tetapi
mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan
oleh suami isteri bersama

2. Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu
keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya

3. Suami wajib memberikan pendidikan agama kepada isterinya dan memberi
kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi
agama, nusa dan bangsa.

4. Sesuai dengan penghasilannya sesuai menaggung :

a. Nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri

b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan
anak

c. Biaya pendidikan bagi anak

5. Kewajiban suami terhadap isterinya seperti tersebut pada ayat (4) huruf a
dan b di atas mulai berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari isterinya

6. Isteri dapat membebaskan suaminya dan kewajiban terhadap dirinya
sebagaiman tersebut pada ayat (4) huruf a dan b

7. Kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (5) gugur apabila isteri
nusyuz

Dengan memperhatikan ketentuan mengenai alasan dan kewajiban

suami dalam perkawinan, jika tidak terpenuhi salah satunya maka isteri dapat
mengajukan gugatan perceraian. Dalam menyusun pengajuan gugatan, suatu
gugatan selain menyebutkan peristiwa hukum yang menjadi dasar gugatan
juga harus menyebutkan kejadian-kejadian nyata yang mendahului peristiwa
hukum dan menjadi penyebab timbulnya peristiwa hukum tersebut.
Disamping juga, isteri tidak hanya menyebut alasan perceraian tetapi harus
juga menyebutkan kronologis perkara perkawinan.

Dalam putusan PA No. 0530/Pdt.G/2013/PA.PAS menyebutkan
bahwa isteri mengajukan gugatan dengan alasan sering terjadi perselisihan
dan pertengkaran disebabkan suami tidak peduli kepada keluarga dan lebih

memperdulikan saudara dan keponakannya. Padahal seharusnya suami

? Ibid., 162



walaupun memperdulikan saudara dan keponakannya yang disebabkan
saudaranya telah ditinggal meninggal oleh suaminya, suami juga tidak boleh
melupakan tanggung jawabnya sebagai kepala rumah tangga terhadap isteri
dan anak . Oleh sebab itu kami sebagai penulis ingin mengetahui lebih jelas
pertimbangan dan dasar hukum hakim yang digunakan dalam putusan
tersebut dari segi hukum Islam yang berlaku bagi masyarakat yang beragama
Islam di Indonesia serta mengetahui bagaimana proses hakim memutus
perkara tersebut dengan sebab suami melalaikan tanggung jawab keluarga
karena mementingkan saudaranya yang menjadikan tidak terpenuhinya
kewajiban suami sebagai kepala rumah tangga dalam pemenuhan nafkah lahir
maupun batin.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, penulis menulis judul
“Analisis Hukum Islam Terhadap Perceraian Yang Disebabkan Suami
Melalaikan Tanggung Jawab Keluarga Karena Mementingkan Saudaranya
(Studi Kasus No Perkara : 0530/Pdt.G/2013/Pa.Pas)”.

. Identifikasi dan Batasan Masalah

Dari uraian latar belakang yang di paparkan di atas, maka dapat di

identifikasi beberapa masalah sebagai berikut :

1. Tidak diberi nafkah oleh suami kepada isteri

2. Percekcokan antara suami dan isteri yang terus-menerus

3. Pertimbangan dan dasar hukum dalam putusan perkara cerai gugat yang
disebabkan “Suami melalaikan tanggung jawab keluarga karena

mementingkan saudaranya”



4. Pembuktian cerai gugat dalam perceraian tersebut

5. Analisis hukum islam terhadap pertimbangan dan dasar hukum putusan
cerai gugat dalam putusan Nomor 0530/Pdt.G/2013/PA.Pas

Dari permasalahan yang telah diidentifikasi dari putusan pengadilan

Agama Pasuruan Nomor 0530/Pdt.G/2013/PA.Pas tentang gugatan isteri atas

kelalaian suami dalam tanggung jawab pada keluarga akan dibatasi sebagai

berikut :

1. Pertimbangan dan dasar hukum putusan hakim tentang sebab perceraian
kedua belah pihak

2. Analisis hukum Islam terhadap pertimbangan dan dasar hukum putusan
cerai gugat dalam putusan Nomor 0530/Pdt.G/2013/PA.Pas

. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pertimbangan dan dasar hukum putusan cerai gugat dalam
putusan PA Nomor 0530/Pdt.G/2013/PA.Pas. tentang perceraian yang
disebabkan suami melalaikan tanggung jawab keluarga karena
mementingkan saudaranya?

2. Bagaimana Analisis Hukum Islam terhadap Pertimbangan dan dasar
hukum putusan cerai gugat dalam putusan Nomor
0530/Pdt.G/2013/PA.Pas. tentang perceraian yang disebabkan suami
melalaikan tanggung jawab keluarga karena mementingkan saudaranya?

. Kajian Pustaka

Kajian pustaka pada penelitian kali ini, pada dasarnya untuk

mendapatkan gambaran topik yang akan diteliti dengan penelitian sejenis



yang pernah dilakukan oleh peneliti lain sebelumnya sehingga diharapkan

tidak adanya pengulangan materi secara mutlak.

Sebab perceraian “suami melalaikan tanggung jawab keluarga karena
mementingkan saudaranya (Studi putusan PA Nomor
0530/Pdt.G/2013/PA.Pas) belum pernah di angkat menjadi skripsi. Akan
tetapi peneliti menemukan skripsi yang memiliki kaitan dengan masalah
perceraian (perselisihan atau pertengkaran yang dijadikan sebagai alasan
perceraian) yaitu :

1. Skripsi karya Karimatun Nisa’ yang memfokuskan penelitian pada tahun
1999 tentang cerai gugat terhadap suami di PA Pasuruan dengan judul
“Studi Terhadap Keputusan Pengadilan Agama Pasuruan Nomor
760/Pdt.G/1999/PA.Pas Tentang Kasus Perselisihan Sebagai Perceraian
pada tahun 2004. Penelitian dilakukan demi mengetahui faktor-faktor
alasan perceraian yang ada di Pengadilan Agama Pasuruan dan
mengetahui dasar hukum serta pertimbangan hakim dalam memutus pada
putusan Nomor 760/Pdt.G/1999/PA.Pas tentang perselisihan yang terus-
menerus akibat adanya orang ketiga, faktor perkawinan yang lemah dan
tidak adanya keharmonisan dalam perkawinan, maka alasan-alasan yang
ada dalam undang-undang terpenuhi untuk melakukan perceraian'®.

2. “Pertengkaran Sebagai Alasan Perceraian (Studi Putusan Di Pengadilan

Agama Salatiga Tahun 2010-2011)” pada tahun 2012, oleh Husnul

"“Karimatun Nisa’, “Studi Kasus Keputusan Pengadilan Agama Pasuruan Nomor
760/Pdt.G/1999/PA.Pas Tentang Kasus Perselisihan sebagai alasan Perceraian. 2004 (Skripsi
Skripsi Jurusan Ahwal as-Syakhsiyah Fakultas Syari’ah UIN Sunan Ampel Surabaya,
2004)
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Robiah''. Hasil penelitiannya adalah memberikan gambaran tentang
perceraian putusan Pengadilan Agama Salatiga tentang pertengkaran
sebagai alasan perceraian maupun dasar dan pertimbangan hukum yang
dipakai di Pengadilan Agama Salatiga terhadap cerai gugat karena
pertengkaran sebagai alasan perceraian.

Sementara dalam skripsi yang kami tulis dengan judul “Analisis
Hukum Islam Terhadap Perceraian Yang Disebabkan Suami Melalaikan
Tanggung Jawab Keluarga karena Mementingkan Saudaranya (Studi Putusan
PA No. 0530/Pdt.G/2013/PA.Pas) ini pembahasannya lebih memfokuskan
pada bagaimana pertimbangan dan dasar hukum dalam memutus perkara
cerai gugat tersebut. Masalah yang dibahas dalam skripsi ini berbeda dengan
pembahaan pada skripsi sebelumnya.

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian penulisan masalah ini antara lain sebagai
berikut:

1. Untuk mengetahui pertimbangan dan dasar hukum putusan perceraian
yang disebabkan suami melalaikan tanggung jawab keluarga karena
mementingkan saudaranya dalam putusan PA No.
0530/Pdt.G/2013/PA.Pas

2. Mengetahui analisis hukum Islam yang menjadi pertimbangan dan dasar

hukum hakim dalam memutus perkara cerai gugat yang disebabkan suami

"' Husnul Robiah,” Pertengkaran Sebagai Alasan Perceraian (Studi Putusan Di Pengadilan Agama
Salatiga Tahun 2010-2011).”(Skripsi Skripsi Jurusan Ahwal as-Syakhsiyah Fakultas
Syari’ah STAIN Salatiga, 2012).
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melalaikan tanggung jawab keluarga dalam putusan PA No.
0530/Pdt.G/2013/PA.Pas
F. Kegunaan Hasil Penelitian
Hasil penelitian ini sekurang-kurangnya diharapkan dapat digunakan
untuk hal-hal sebagai berikut :

1. Secara Teoritis, hasil penelitian diharapkan berguna bagi pengembangan
ilmu pengetahuan dan menambah wawasan pada pembaca pada umumnya
dan mahasiswa pada khususnya untuk memperkuat penelitian sebelumnya
yang berkaitan dengan perceraian yang disebabkan alasan-alasan tertentu

2. Secara praktis, hasil penelitian ini di harapkan dapat memberikan acuan
pada pasutri yang sedang dalam proses perceraian agar mengetahui
pertimbangan dan dasar hukum yang digunakan dalam memutus perkara
perceraian di pengadilan agama Pasuruan

G. Definisi Operasional
Untuk menghindari adanya kekeliruan dan kesalahan dalam
memahami judul skripsi ini, perlu adanya pembatasan pengertian serta
penjelasan terhadap judul.
Analisis Hukum Islam Terhadap Peceraian yang disebabkan Suami
melalaikan tanggung jawab keluarga karena mementingkan saudaranya (Studi

putusan PA Nomor : 0530/Pdt.G/2013/PA.PAS) Sebagai berikut:

Hukum Islam : Yang dimaksudkan hukum Islam di sini adalah
tentang perceraian yang dibahas dalam kitab fikih munakahat dan kompilasi

hukum Islam yaitu sekumpulan materi hukum Islam yang merupakan
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rangkuman dari berbagai kitab yang ditulis oleh ulama fikih yang biasa
dipergunakan sebagai refrensi pada Pengadilan Agama. Dalam skripsi ini

terkait dengan perceraian.

Perceraian : melepaskan ikatan perkawinan antara suami dan isteri,
atau putusnya hubungan suami isteri setelah mendapatkan keputusan dari
Pengadilan. Yang dimaksud perceraian dalam skripsi ini cerai gugat

dikarenakan suami melalaikan tanggung jawab keluarga.

Tanggung Jawab keluarga : Kewajiban yang seharusnya menjadi
tanggungan suami untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya sebagai

yaitu isteri dan anak.

H. Metode Penelitian
1. Jenis Penelitian
Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian di atas yang
lebih memburu pengertian terhadap suatu masalah tertentu, maka Jenis
penelitian yang digunakan adalah penelitian dokumentasi. Supaya data
yang dikumpulkan dalam skripsi ini bisa lebih dicermati dan menunjang
serta mempunyai gambaran yang baik, jelas dan dapat memberikan data
secermat mungkin tentang obyek yang diteliti'>
2. Data yang dikumpulkan
Data yang akan penulis kumpulkan dalam penelitian ini meliputi :

1) Profil Pengadilan Agama Pasuruan

'2 https://teorionline.wordpress.com, diakses pada, 24 Maret 2015 pukul 02.07 wib



https://teorionline.wordpress.com/

13

2) Isi Putusan Terdiri dari :
a. Duduk perkara
b. Pertimbangan hukum
c. Dasar hukum
d. Amar putusan No. 0530/Pdt.G/2013/PA.Pas
3. Sumber data
Yang dimaksud dengan sumber data dalam penelitian adalah
darimana  data dapat diperoleh.”> Data yang dipergunakan dalam
penelitian ini adalah bersumber pada bahan pustaka. Maka penelitian
melalui dari beberapa buku yang dijadikan sebagai bahan pustaka.
a. Sumber primer yaitu :
1) Dokumen yaitu berupa :
Putusan PA No. 0530/Pdt.G/2013/PA.Pas
b. Sumber sekunder, Sumber yang dipakai dalam penelitian ini adalah
buku-buku yang berkaitan dengan masalah perceraian yang disebabkan
kelalaian kewajiban suami dalam KHI.
1. Undang-undang No.l tahun 1974 Tentang Perkawinan dan PP No.9
Tahun 1975
2. Sulaikin Lubis dan Wisma Ain Marzuki DKK, Hukum Acara Perdata

Peradilan Agama di Indonesia, (Jakarta: Kencana, 2006)

" Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, (Jakarta: Rineka Cipta,
2006), 129.
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4. Teknik Pengumpulan Data

a) Dokumentasi, yaitu cara memperoleh data dengan menelusuri data
primer dari dokumen berkas putusan PA No. 0530/Pdt.G/2013/PA.Pas
disamping itu dilakukan penelusuran dan pengkajian terhadap berbagai
tulisan yang berkaitan dengan pembahasan ini, dalam aspek hukum
untuk menguatkan analisis terhadap putusan pengadilan tersebut.

b) Studi kepustakaan dengan literatur yang terkait adalah teknik
pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaahan terhadap buku-
buku, literatur-literatur, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang ada
hubungannya dengan masalah yang dipecahkan.'*

5. Teknik Pengolahan Data

a. Pengeditan (Editing) Yaitu proses pengoreksian data yang sudah
terkumpul, meliputi kelengkapan isi, keterbacaan tulisan, kejelasan
jawaban. Dalam tahap ini, penulis akan memperhatikan dan
membenarkan terhadap data yang kurang benar dari data yang
dihasilkan peneliti yang telah dikumpulkan dan dipelajari. Sehingga
mengantisipasi terjadi kesalahan terhadap data ataupun tulisannya.

b. Pengolahan (organizing) penulis akan memilih-milih terhadap data
yang dikumpulkan, agar bisa disesuaikan dan diruntutkan data yang
tersebut, kemudian mengolahnya agar menjadi bab dan sub bab yang
akan ditulis secara sistematis. Sehingga bisa saling menyambung antar

paragraph dan sub bab yang ada.

"“Muhammad Subhan, “Teknik Penulisan Karya Ilmiah” dalam http:/muhammadsubhan.
blogspot.com/p/teknik-penulisan-karya-ilmiah-resume.html, diakses pada 17 Maret 2014.


http://muhammadsubhan/
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c. Analisis, setelah data yang dibutuhkan diperoleh dan terkumpul, maka
dilakukan pengelompokan data, kemudian dilakukan analisa lebih lanjut
terhadap data yang sudah disusun dan dikelompokkam dengan baik,

terutama yang menyangkut tentang pokok permasalahannya.

Teknik Analisis Data
Penelitian ini bersifat kualitatif dengan menggunakan teknik:

a. Metode deskriptif, yaitu suatu cara menggunakan data yang diperoleh

penulis dari lapangan dengan perbandingan data atau bahan pustaka yang
membuat masalah secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-
fakta beberapa pendapat. Mendeskripsikan tentang putusan Pengadilan
Agama No. 0530/Pdt.G/2013/PA.Pas mengenai perceraian yang
disebabkan suami melalaikan tanggung jawab keluarga karena

mementingkan saudaranya.

. Pola Pikir deduktif, yaitu metode penganalisisan data yang dimulai dari

teori yang bersifat umum, yang bersumber dari Kompilasi Hukum Islam
dan Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. selanjutnya
dikemukakan fakta yang bersifat khusus analisis terhadap data tentang
cerai gugat dari putusan PA No. 0530/Pdt.G/2013/PA.Pas terhadap suami

melalaikan tanggung jawab keluarga karena mementingkan saudaranya.

J. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan memahami dalam pembahasan terhadap masalah

yang ada dalam masalah skripsi ini, maka penulisan skripsi yang disusun

dalam lima bab dalam sub bab, yaitu:
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Bab pertama, merupakan isi tentang pendahuluan, latar belakang
masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, tujuan
penelitian, kegunaan penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan
sistematika penelitian.

Bab kedua, menjelaskan landasan teori yang diawali dengan
pengertian perceraian (gugat), rukun-syarat perceraian, macam-macam
perceraian, akibat perceraian, dilanjutkan dengan sebab-sebab pertengkaran
atau perselisihan suami isteri, dan diakhiri dengan perceraian dengan alasan
perselisihan yang terus-menerus antara suami isteri.

Bab ketiga, menggambarkan profil Pengadilan Agama Pasuruan,
wewenang dan struktur organisasi Pengadilan Agama Pasuruan, deskripsi
putusan No. 0530/Pdt.G/2013/PA.Pas, Pertimbangan hukum, dasar hukum
putusan No. 0530/Pdt.G/2013/PA.Pas

Bab keempat, menganalisis tentang pertimbangan hukum dan dasar
hukum putusan cerai gugat dalam putusan PA No. 0530/Pdt.G/2013/PA.Pas,
analisis Hukum Islam terhadap Pertimbangan dan dasar hukum dalam
putusan Nomor 0530/Pdt.G/2013/PA.Pas

Bab kelima, merupakan bab terakhir sebagai penutup, yang berisi
kesimpulan dan saran. Setelah bab penutup, dilengkapi dengan daftar pustaka

dan disertai dengan lampiran-lampiran.



